PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN
DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik perlu dilakukan pengintegrasian antara sistem
wajib lapor ketenagakerjaan dengan sistem online single
submission;

b. bahwa pengaturan tentang tata cara pelaporan wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan merupakan pelaksanaan
ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang
Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib

Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib

Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4916);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3201);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 15);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan
Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
DALAM JARINGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor

18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
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Perusahaan Dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1540) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka,
yakni angka 4a dan angka 4b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.  Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan
bukan miliknya; dan

C. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang berada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

2. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau
milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik
Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan wusaha-usaha Ilain yang
mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

3. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin
langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri
sendiri.

4. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan

menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
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di bidang ketenagakerjaan.

4a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pengusaha melalui
sistem elektronik yang terintegrasi.

4b. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pengusaha yang diterbitkan oleh lembaga

OSS setelah Pengusaha melakukan pendaftaran.

5. Mendirikan Perusahaan adalah sejak Perusahaan itu
melakukan kegiatan fisik Perusahaan dan/ atau
memperoleh izin.

6. Menghentikan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan
usaha Perusahaan tidak lebih dari satu tahun akan tetapi
bukan bermaksud untuk membubarkan Perusahaan baik
karena kemauan sendiri maupun menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Menjalankan Kembali Perusahaan adalah mulai
menjalankan kembali kegiatan Perusahaan setelah
perusahaan dihentikan sebelumnya.

8. Memindahkan Perusahaan adalah memindahkan tempat
kedudukan dan/atau lokasi Perusahaan atau mengalihkan
pemiliknya.

9. Membubarkan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan
Perusahaan untuk selama-lamanya.

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi
pengawasan ketenagakerjaan.

12. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah provinsi.

13. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

ketenagakerjaan di daerah kabupaten/ kota.
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14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Untuk pertama kali pelaksanaan pelaporan ketenagakerjaan
Pengusaha melakukan pengisian data melalui sistem OSS dengan
alamat http://oss.go.id.

(2) Dalam hal pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah dilakukan secara lengkap dan benar, Pengusaha
memperoleh NIB yang sekaligus merupakan nomor pelaporan
wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

(3) Untuk melakukan kewajiban pelaporan periode selanjutnya,
Pengusaha melakukan pelaporan secara daring melalui sistem
wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dengan alamat http:/

/wajiblapor.kemnaker.go.id.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
Pengelolaan jaringan dan basis data sistem wajib lapor
ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan sistem OSS dilakukan oleh
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan melalui

Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 463

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari
salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah
Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk
mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.




